
 
 

 

PERGULATAN PEMIKIRAN TENTANG ASAS NEGARA  

(Studi Tentang Penafsiran Abdurrahman Wahid  

Dan Taqi > Al-Di>n Al-Nabha>ni>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Theologi Islam (S. Th. I) 

dalam Ilmu Tafsir dan Hadits 

Oleh: 

MOH. TARIB 

NIM. 08530068 

 

 

JURUSAN TAFSIR HADITS 

FAKULTAS USHULUDDIN 

STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013 
 

 

 

 



ii 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

MOTTO 

 

 

Jika diinginkan pemahaman lengkap terhadap kitab suci al-Qurân 

Kitab suci itu janganlah  hanya  dipahami  sebagai  dokumen  politik  

melainkan sebuah penggambaran kehidupan yang lengkap 

 termasuk pemahaman sejarah masa lampau.  

Gus Dur (1940-2009) 

 

Kebahagiaan dari setiap negara lebih bergantung pada watak penduduknya  

daripada bentuk pemerintahannya (Thomas Chandler Haliburton 1796-1865) 
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ABSTRAK 

 

Konsep negara dalam peradaban umat Islam hingga saat ini masih menjadi isu 

yang aktual di tengah-tengah kehidupan. Bahkan masih menjadi perdebatan yang tidak 

kunjung selesai. Dalam konteks Indonesia khususnya perdebatan seputar relasi agama dan 

negara telah banyak menguras energi bangsa ini, sejak masa-masa persiapan kemerdekaan 

hingga setengah abad lebih setelah merdeka. Di satu sisi ada kelompok legal-formalistik 

yang berusaha menerapkan sistem Islam dengan wujud negara Islam, dengan dalih Islam 

sebagai agama yang lengkap dan serba sempurna termasuk masalah tata negara. Pada sisi 

yang lain ada kelompok substantif-inklusif yang menolak formalisasi Islam ke dalam 

bentuk negara Islam, dengan alasan al-Qur‟an tidak berbicara masalah bagaimana negara 

itu didirikan. Adanya kedua paradigma kelompok yang saling bertentangan ini tidak 

terlepas dari penafsiran dan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur‟an yang menjadi 

landasan berpikir mereka masing-masing. 

Dari wacana tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti dua tokoh besar 

muslim modern yang cukup berpengaruh dalam konteks perpolitikan dan kenegaraan. 

Kedua tokoh tersebut adalah Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni.  Dalam 

penelitian ini mengkaji penafsiran terhadap ayat-ayat yang menjadi landasan konsep 

negara kedua tokoh tersebut. Kemudian mencari akar perbedaan penafsirannya. Perbedaan 

setting historis kedua tokoh ini banyak mempengaruhi pemahamannya ketika 

menafasirkan ayat al-Qur‟an tentang asas negara. Abdurrahman Wahid mewakili 

kelompok dengan paradigma substantif-inklusif, sedangkan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> dari 

kelompok legal-formalistik. 

Peneletian ini merupakan penelitiaan kepustakaan (library research). Untuk 

mengkaji penafsiran Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> terhadap ayat-ayat 

tentang asas negara, maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengurai secara 

teratur konsepsi kedua tokoh. Untuk memahami dan menyelami data yang terkumpul serta 

untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksud kedua tokoh secara khas dalam hal ini 

menggunakan metode eksplanatif. Kemudian memperbandingkan penafsiran Abdurrahman 

Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>, sehingga dapat diketahui perbedaan dan 

persamaannya.  

Abdurrahman Wahid menafsirkan lafadz al-silmi dalam (QS. Al-Baqarah[2]: 208)  

dengan „kedamaian‟ kedamaian menurutnya adalah kata sifat yang menunjuk pada entitas 

yang universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sistem tertentu, termasuk sistem Islami. 

Kemudian ia menafsirkan (QS.Al-Maidah [5]: 3) bahwa Islam tidak harus mendirikan 

negara agama, melainkan berbicara tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali 

tidak memiliki sifat memaksa. Pemaksaan penafsiran untuk menjadikan Islam sebagai 

ideologi negara menurut Abdurrahman Wahid sangat tidak demokratis dan harus ditolak. 

Berbeda dengan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> yang menfasirkan (QS.Al-Maidah[5]:48-49). Al-

Nabha>ni> mengeneralisir kedua ayat ini sebagai seruan yang bersifat umum akan wajibnya 

mengangkat seorang khalifah dan mendirikan negara Islam. Dalam menafsirkan ayat 

tersebut al-Nabha>ni> cenderung tekstualis, sehingga ayat tersebut tampak digeneralisir 

sebagai perintah untuk mendirikan khilafah. Perbedaan penafsiran kedua tokoh ini tidak 

lepas dari latar historis yang meliputi pendidikan yang ditempuh, sumber bacaan dan 

kondisi politik di mana kedua tokoh itu berada. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi  huruf  Arab  ke  dalam  huruf  Latin  yang  dipakai  dalam penyusunan  

skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri  

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 
 

Huruflatin 
 

Nama 

  ا

alif 
 

tidak  dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 

 ب
 

ba‟ 
 

B 
 

Be 

 ت
 

ta‟ 
 

T 
 

Te 

 ث
 

sa‟ 
 

Ṡ 
 

 

es(dengan titik di atas) 

 ج
 

jim 
 

J 
 

Je 

  ح

ha‟ 
Ḥ 

 

ha(dengan titik di bawah) 

 خ
 

kha‟ 
 

Kh 
 

Ka dan ha 

  د

dal 
 

D 
 

De 

  ذ

zal 
 

Ż 
 

ze(dengan titik di atas) 

  ر

ra‟ 
 

R 
 

Er 

  ز

zai 
 

Z 
 

Zet 

 س
 

sin 
 

S 
 

Es 

 ش
 

syin 
 

Sy 
 

Es dan ye 

 ص
 

sad 
 

Ṣ 

 

es(dengan titik di bawah) 

 ض
 

dad 
 

Ḍ 
 

de(dengan titik di bawah) 

 ط
 

ta‟ 
 

Ṭ 
 

te(dengan titik di bawah) 

 ظ
 

za‟ 
 

Ẓ 

 

 

zet(dengan titik di bawah) 

 ع
 

„ain 
 

„ 
 

Koma terbalik di atas 

 غ
 

gain 
 

G 
 

Ge 

 ف
 

fa‟ 
 

F 
 

Ef 



xii 
 

 

II. Konsonan Rangkap karenaSyaddah Ditulis Rangkap 
 

 Ditulis Sunnah ةنس

 Ditulis ‘illah ةلع

 

III. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 Ditulis al-Mā’idah لمائاةد

 Ditulis Islāmiyyah ةيملاسا

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Biladiikutidengankatasandang“al”sertabacaankeduaituterpisah, maka ditulis denganh.

  

 ditulis Muqāranahal-ma zāhibةنراقم               بهاذلما

 

IV. Vokal Pendek 

1. -------- Fathah ditulis A 

2. -------- Kasrah ditulis I 

3. -------- Dammah ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

 ق
 

qaf 
 

Q 
 

Qi 

 ك
 

kaf 
 

K 
 

Ka 

 ل
 

lam 
 

L 
 

„el 

 م
 

mim 
 

M 
 

„em 

 ن
 

nun 
 

N 
 

„en 

 و
 

waw 
 

W 
 

W 

 ه
 

ha‟ 
 

H 
 

Ha 

 ء
 

hamzah 
 

‟ 
 

Apostrof 

 ي
 

ya‟ 
 

Y 
 

Ye 
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1. 
Fathah + alif 

 ناسحتسإ

ditulis 

ditulis 

ā 

Istihsân 

2. 
Fathah+ya‟ mati 

 ىثنأ

ditulis 

ditulis 

 ā 

UnṠā 

ā 
3. 

Kasrah+ yā‟ mati 

 اولعلاني
ditulis 

ditulis 
í 

al-‘Ālwānī 

4. 
Dammah+wāwumati 

 مولع
ditulis 

ditulis 

ū 
„Ulum 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. 
Fathah+ya‟ mati 

 مهيرغ

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. 
Fathah+wawu mati 

 لوق

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

  

 متنأأ
Ditulis a’antum 

 تدعأ
Ditulis u„iddat 

 نئلكشـتمر
Ditulis la’insyakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif +Lam 
 

a. Bila diikuti huruf  al-Qamariyyah 

 

 نأرقلا
Ditulis al-Qur‟an 

 سايقلا
Ditulis al-Qiyas> 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (el)nya. 

 

 Ditulis ar-Risālah ةلاسرلا

 ’Ditulis an-Nisā ءاسنلا

 

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 

 لهأيأرلا
ditulis Ahlal-Ra’yi 

 لهأةنسلا
ditulis Ahlus-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep negara dalam peradaban umat Islam hingga saat ini masih menjadi 

isu yang aktual di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan 

masih menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Dalam konteks Indonesia 

khususnya perdebatan seputar relasi agama dan negara telah banyak menguras 

energi bangsa ini, sejak masa-masa persiapan kemerdekaan hingga setengah abad 

lebih setelah merdeka.
1
  

Pada periode klasik dan pertengahan (1250-1800 M) pemikiran politik 

ketatanegaraan Islam bersifat khalifah sentries. Kepala negara atau khalifah 

memegang peranan sangat penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, 

rakyat sepenuhnya dituntut untuk taat kepada kepala negara. Biasanya mereka 

(baca penguasa) mencari dasar legitimasi keistimewaan penguasa atas rakyatnya 

pada al-Qur’an dan hadis Nabi Saw.
2
 Landasan normatif yang dijadikan klaim 

oleh penguasa pasca khulafa>’ al-Rasyidu>n yaitu teks suci yang berbicara tentang 

ulil amr, khalifah, dan ima>m dalam al-Qur’an maupun hadis.
3
 Sehingga pemimpin 

                                                             
1 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di 

Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 22. 
2 Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia 

Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 1. 
3 Diantara ayat yang dijadikan pijakan adalah surah al-Nisa’ ayat 59 yang memerintahkan 

umat mentaati Allah, Rasul dan para pemimpin. Serta surat al-An’am ayat 165 yang menyatakan 
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model ini mengklaim dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi (Z}hil 

Allah fi al-ard}) bukan lagi sebagai pelayan umat (khadim al-ummah). 

Pemikiran politik atau negara  Islam pada era modern tampaknya semakin 

populer untuk diperbincangkan oleh tokoh-tokoh muslim reformis seperti 

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935), Muhammad Iqbal (1877-1938), Mustafa 

Kemal Ataturk (1881-1938) dan tokoh-tokoh lainnya. Pemikiran kenegaraan umat 

Islam  menurut Muhammad Iqbal hingga kini masih ada pada dua sisi yang 

berbeda, yaitu pertama, kelompok yang bersih kukuh  (pelegal formalan Islam) 

bahwa negara harus ditegakkan dengan syariat Islam, karena dalam Islam segala 

aspek kehidupan sudah ada aturannya. Kelompok ini juga berasumsi, bahwa Islam 

merupakan agama yang terintegrasi  dengan seluruh aspek kehidupan termasuk 

didalamnya politik.
4
 Kelompok kedua adalah menentang pelegal formalan agama 

dalam politik kenegaraan, kelompok ini berasumsi bahwa pencampuradukan 

antara agama dan politik tidak saja mencemarkan kesucian agama, tapi 

membahayakan eksistensi agama. Kelompok kedua ini memperkuat asumsinya 

bahwa konsep negara itu sendiri tidak diatur dalam Islam (al-Qur’an dan sunnah).
5
   

Menurut Munawir Sjadzali di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran 

tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian 

bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang menyangkut hubungan manusia 

dan Tuhan, tetapi sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna termasuk 

                                                                                                                                                                       
bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dan bagi manusia yang lainnya. Lihat 

Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam, hlm. 2. 
4 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 20. 
5 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, hlm. 21. 
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kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-

Banna, Sayyid Quth}b, Rasyid Ridha>, dan Abul A’la Al-Maududi. Aliran kedua 

berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan 

urusan kenegaraan, ada pemisahan antara agama dan negara (baca: sekular). 

Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini adalah ‘Ali ‘Abd al-Razi>q dan Dr. Thaha 

Husein.  Kemudian aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama 

yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan.Tetapi aliran 

ini juga menolak anggapan bahwa Islam agama yang hanya mengatur hubungan 

manusia dan Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak 

terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi 

kehidupan bernegara. Dintara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini adalah Dr. 

Mohammad Husein Haikal.
6
 

Dalam penelitian ini mengangkat dua tokoh besar muslim yang cukup 

berpengaruh dalam konteks politik dan negara. Kedua tokoh tersebut adalah 

Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>.  Dalam Pergolakan politik  di 

mana kondisi masing-masing negara dari kedua tokoh tersebut mempunyai 

tekanan politik yang berbeda pada zamannya sehingga banyak mempengaruhi 

keduanya dalam hal pemikiran dan gerakan politik keduanya.  

Al-Nabha>ni> melihat kondisi keterpurukan umat Islam dan kegagalan 

gerakan Islam di bawah tekanan imperialisme Barat. Di mana gerakan Islam pada 

                                                             
6 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 1-2. 
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saat itu hanya menambah labirin keterpurukan umat Islam.
7
 Taqi> al-Di>n al-

Nabha>ni> berupaya untuk mengembalikan kejayaan Islam serta berusaha melawan 

dominasi Barat atas umat Islam dengan cara mendirikan partai politik Hizb al-

Tahrir atau partai pembebasan. Hizb al-Tahrir (HT) berpandangan bahwa 

kekuatan Islam harus membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan 

dalam berbagai dimensi kehidupan, membebaskan umat dari pemikiran-

pemikiran, dan sistem perundang-undangan yang tidak Islami, serta membebaskan 

mereka dari cengkeraman dominasi negara-negara sekuler. Negara-negara di 

dunia, termasuk Islam, tengah mempraktikkan proses penyelenggaraan 

pemerintahan yang menurut pandangan HT sudah jauh dari misi Islam, artinya 

negara-negara muslim sudah banyak meniru pola kehidupan masyarakat Barat 

yang tidak Islami, mengadopsi hukum yang tidak bersumber dari Islam. Kondisi 

semacam inilah yang menurut HT harus diperhatikan oleh kekuatan-kekuatan 

Islam agar pemerintahan dikendalikan dengan sistem hukum Islam, dan 

menentang segala bentuk  perundang-undangan serta pikiran-pikiran yang kufur.
8
  

Untuk memperjuangkan umat Islam dari kemunduran itulah al-Nabha>ni> 

merumuskan kembali akan tegaknya Daulah Islamiyah. Menurut al-Nabha>ni> 

kaidah-kaidah pemerintahan dalam Daulah Islam ada empat yaitu: pengangkatan 

seorang khalifah, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada di tangan 

syara’ dan hanya khalifah yang berwewenang untuk mentabani (mengadopsi) 

hukum-hukum syara’ dengan kata lain menjadikannya sebagai perundang-

                                                             
7 Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir Indonesia, 

(Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 21. 
8 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 

2008), hlm. 385. 
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undangan.
9
 Bahkan mengangkat seorang khalifah adalah kewajiban seluruh kaum 

muslim dan tidak halal bagi umat Islam hidup tiga hari tanpa adanya bai’at. 

Pernyataan al-Nabha>ni> tersebut mengacu pada al-Qur’an surat Al-Ma>idah : 48-49. 

                                    

                                    

 

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang Telah datang kepadamu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 

antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, 

supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu.(QS. Al-Maidah: 48-49).  

 

Menurutnya mengangkat seorang khalifah adalah ditetapkan berdasarkan 

al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ sahabat. Berdasarkan argumentasi al-Nabha>ni> 

tersebut, ia lebih tepat diposisikan sebagaimana kelompok pertama, yaitu 

kelompok yang mendukung pelegal-formalan Islam sebagai ideologi negara atau 

tegaknya negara harus berlandaskan syari’at Islam dan khilafah. Kemudian di  

Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur hadir dengan 

wacana pemikiran yang bertolak belakang dengan al-Nabha>ni>. Sebagaimana al-

Nabha>ni>, Abdurrahman Wahid adalah tokoh Ormas Islam terbesar di Indonesia, 

yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB), serta pernah menjabat sebagai presiden RI ke-4.  

Dalam wacana negara Islam, Abdurrahman Wahid termasuk kelompok 

kedua diatas, yaitu kelompok yang tidak mengharuskan penegakan negara Islam 

                                                             
9 Taqi al-Din al-Nabhani, Daulah Islam, (Jakarta: HTI-Press, 2002), hlm. 273. 
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apalagi dengan sistem khilafah. Bahkan Abdurrahman Wahid dengan sangat 

berani dan tegas mengatakan bahwa Islam sebagai jalan hidup (syari’ah) tidak 

memiliki konsep yang jelas tentang negara. Alasan Abdurrahman Wahid 

berasumsi demikian, karena sepanjang hidupnya telah mencari makhluk yang 

dinamakan negara Islam, akan tetapi sampai saat ini pun ia belum 

menemukannya, jadi tidak salah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki 

konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.
10

 Greg Barton dalam 

pengantar tulisan Abdurrahman Wahid, mengatakan bahwa Abdurrahman Wahid 

seperti intelektual progresif lainnya bahwa kekhususan formasi negara, 

pemerintahan, dan juga hukum modern tidak ditegaskan secara jelas dalam al-

Qur’an dan hadis. Berbicara tentang pendirian negara Islam bagi Abdurrahman 

Wahid adalah nonsense.
11

 

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid memaparkan tentang hasil muktamar 

NU di Banjarmasin tahun 1935 yang tidak mengaharuskan pendirian negara Islam 

(NI) disebabkan oleh heterogenitas yang sangat tinggi di antara para warga 

negara, di samping kenyataan ajaran Islam menjadi tanggung jawab masyarakat, 

dan bukannya negara. Pandangan NU ini bertolak bahwa Islam tidak memiliki 

ajaran formal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai tanggung 

jawab masyarakat untuk melaksanakan syari’at Islam.
12

 

Abdurrahman Wahid kemudian mengutip beberapa ayat al-Qur’an untuk 

memperkuat argumentasi tentang ketidakharusan mendidirikan negara agama 

                                                             
10 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, (Jakarta: The Wahid Institute, 

2006), hlm. 81. 
11 Lihat Pengantar Greg Barton dalam Prisma Pemikiran Gusdur, hlm.xxxii 
12 Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita, hlm. 102. 
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  دِ يًا  الْدِ لْ مَ مَ  امَ تُ تُ   مَ مَ دِ  تُ   دِ لْ مَ دِ   مَ مَ لْ تُ لْ   مَ مَ لْمَ لْ تُ   دِ يمَ تُ لْ  امَ تُ لْ   مَ لْ مَ لْ تُ   الْ يَمَ لْ مَ 

Hari ini telah Ku-sempurnakan agama kalian, Kusempurnakan bagi kalian 

(pemberian) nikmatKu dan Kurelakan Islam “sebagai” agama (QS. Al-Maidah 

[5]:3). 

 

Berdasarkan ayat tersebut, bagi Abdurrahman Wahid Islam tidak harus 

mendirikan negara agama, melainkan ia berbicara tentang kemanusiaan secara 

umum, yang sama sekali tidak memiliki sifat memaksa, yang jelas terdapat dalam 

tiap konsep negara. 

Melihat kapasitas dan kapabilitas Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> dan 

Abdurrahman Wahid dalam konteks keagamaan, kenegaraan dan politik praktis 

yang telah keduanya jajaki tentu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap 

perkembangan pemikiran dan gerakan Islam saat ini. Dua arus pemikiran yang 

saling berlawanan tentang  wacana asas negara dalam al-Qur’an serta 

penafsirannya  inilah yang menarik untuk diteliti.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat difokuskan dalam rumusan 

masalah berikut: 

1. Di mana letak perbedaan  penafsiran Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n 

al-Nabha>ni>  tentang asas negara dalam al-Qur’an? 

2. Mengapa  penafsiran Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> 

berbeda? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui letak perbedaan penafsiran Abdurrahman Wahid dan Taqi > 

al-Di>n al-Nabha>ni>  tentang asas negara dalam al-Qur’an. 

b. Mengetahui latar historis yang membedakan penafsiran Abdurrahman 

Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>  tentang asas Negara dalam al-

Qur’an. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah wawasan pembaca tentang penafsiran Abdurrahman 

Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>  terhadap ayat-ayat al-Qur’an 

tentang asas negara dan implikasi penafsirannya. 

b. Kajian ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah dengan maksud 

dapat memberi kontribusi kepada pembaca mengenai  perdebatan 

tentang asas negara dan pendirian negara Islam. Penelitian ini 

diharapkan juga dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya 

dalam bidang tafsir. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sejauh pengamatan penulis, penelitian yang membahas pemikiran 

Abdurrahman Wahid jumlahnya cukup banyak, baik yang berupa buku atau 

skripsi. Adapun hasil penelitian yang membahas tema ini, diantaranya adalah : 

Buku yang membahas cukup detail pemikiran Abdurrahman Wahid 

adalah Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi yang 

ditulis oleh  Umaruddin Masdar. Buku ini membicarakan gagasan demokrasi 
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Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, beserta latar belakang dan karektiristik 

pemikiran deokrasi keduanya. Kemudian buku Munawar Ahmad, Ijtihad 

Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis.  Buku ini hanya menganilisis karir 

dan perkembangan wacana politik Gus Dur dengan metode  critical discourse 

analysis (CDA), belum masuk pada pembahasan penafsiran Abdurrahman 

Wahid. Skripsi Arif  Yudianto, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Studi Agama 

dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Agama 

Dan Negara: Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid. Skripsi ini membahas 

tentang konsep negara dan hubungannya dengan agama menurut pandangan 

Abdurrahman Wahid. Serta bagaimana  Abdurrahman Wahid menempatkan 

posisi agama dan negara. Dalam skripsi ini Indonesia harus menjadi negara 

sekuler yang menolak tegas formalisasi hukum Islam dalam peraturan 

perundang-undangan atau konstitusi.
13

 

Skripsi Agus Reynaldi, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Studi Agama 

dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Konsep 

Negara Menurut Ayatullah Khomeini Dan Abdurrahman Wahid. Skripsi ini 

merupakan studi komparatif antara Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman 

Wahid. Kedua tokoh ini sependapat bahwa keberadaan negara harus menjamin 

adanya keadilan dan persamaan kedudukan tanpa menindas atau merugikan 

pihak lain terutama kalangan minoritas bawah. Namun Khomeini berpendapat 

bahwa menjadi suatu keharusan dan diperlukan sebuah negara Islam dengan 

                                                             
13 Arif Yudianto, Agama dan Negara: Studi Pemikiran Abdurrahman Wahid, 

(Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Jurusan Aqidah Filsafat, 

2007) 
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faqih atau ulama sebagai pemegang kekuasaan. Berbeda dengan Abdurrahman 

Wahid yang berpandangan bahwa negara dan agama tidak dapat disatukan. 

Jika agama dijadikan sebuah ideologi negara, maka akan menimbulkan 

disintegrasi bangsa.
14

 

Kajian yang sudah membahas tentang Hizbut Tahrir dan Taqi al-Din 

al-Nabhani, diantaranya adalah Buku Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar 

Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia. Fokus kajian dalam buku ini 

membahas Hizbut Tahrir dari akar historis, normatif dan filosofis, meskipun 

dari aspek normatif  buku ini menjelaskan ayat dan penafsiran tentang 

wajibnya mendirikan khilafah, namun belum menjelaskan secara khusus 

konstruksi dan latar belakang penafsiran al-Nabhani. Buku yang kedua ditulis 

oleh Muhammad Idrus Ramli yang berjudul Hizbut Tahrir dalam Sorotan. 

Buku ini mengungkapkan beberapa penyimpangan ideologi, fatwa dan hukum 

Hizbut Tahrir yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lurus seperti 

yang diajarkan Rasulullah Saw. Sama sekali belum menyinggung penafsiran 

al-Nabhani tentang asas negara. 

 Skripsi Mulhendri mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul Perbandingan Sistem Khilafah Antara Taqiyuddin 

An-Nabhani dan Abu A’la Al-Maududi. Mulhendri berkesimpulan bahwa 

kedua tokoh ini sepakat dengan sistem khilafah, namun keduanya berbeda 

tentang jumlah dari negara khilafah. Al-Maududi membolehkan banyaknya 

                                                             
14 Agus Reynaldi, Konsep Negara Menurut Ayatullah Khomeini dan Abdurrahman 

Wahid, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Jurusan Aqidah 

Filsafat, 2003) 
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negara khilafah sedangkan al-Nabhani mengharamkannya.
15

Skripsi Siti 

Zulaichah Pemikiran Politik Taqiyuddin An-Nabhani, skripsi ini membahas 

secara umum konsepsi politik al-Nabhani, menurutnya politik adalah 

pengaturan urusan umat baik didalam maupun diluar negeri, segala 

problemetika umat adalah permaslahan politik oleh karena itu setiap muslim 

wajib terjun ke dunia politik dengan wadah partai politik yang didirikannya, 

yakni Hizbut Tahrir yang mempunyai tujuan, visi misi, landasan, metode 

fikrah dan gerak da’wah yang jelas.
16

 Skripsi tersebut tidak membahas 

penafsiran al-Nabhani tentang ayat al-Qur’an yang menjadi landasan asas 

negara. 

Skripsi Abd. Rokhim tentang Hak dan Kewajiban Politik Non Muslim 

dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani
17

. Bahwa non 

Muslim tidak berhak memilih dan mencalonkan sebagai pejabat dalam 

struktur pemerintahan, akan tetapi mereka berhak mendapatkan pelayanan 

publik secara sama dengan warga negara Muslim. Kajian Abd. Rokhim hanya 

fokus pada gagasan al-Nabhani tentang hak dan kewajiban warga negara 

Muslim dan non Muslim, belum menyentuh pada penafsiran al-Nabhani 

tentang asas negara. Pahruroji, skripsinya yag berjudul Suku Quraisy Sebagai 

Salah Satu Syarat Calon Kahlifah (Kajian Komparasi Antara Pendapat Al-

Mawardi dan Taqiyy Ad-Din An-Nabhani). Skripsi ini hanya 

                                                             
15Mulhendri, Perbandingan Sistem Khilafah Antara Taqiyuddin An-Nabhani dan Abu 

A’la Al-Maududi, (Yogyakarta: Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2009)  
16 Siti Zulaichah, Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, (Yogyakarta: 

Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2008) 
17 Abd. Rokhim, Hak dan Kewajiban Politik Non Muslim dalam Konsep Khilafah 

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Jinayah 

Siyasah, 2010) 
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mengkomparasikan tentang istinbat hukum dalam menetapkan suku Quraisy 

sebagai syarat calon khalifah antara al-Nabha>ni> dan Mawardi.
18

 

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka penelitian tentang penafsiran 

ayat-ayat asas negara khususnya komparasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan 

Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> masih layak untuk dilanjutkan. Dengan alasan itulah 

penulis menganggap penting mengkaji tema dalam skripsi ini yang kemudian 

dapat menambah khazanah pemikiran tafsir bagi masyarakat akademik. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah kajian dua tokoh yaitu Abdurrahman 

Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> tentang penafsiran asas negara. 

Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan penelitian historis. 

Sedangkan materi penelitian ini adalah karya-karya Abdurrahman 

Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> tentang penafsiran asas negara 

dalam al-Qur’an.    

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada sumber-sumber 

primer yang mencakup karya-karya Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-

Di>n al-Nabha>ni> serta data pendukung (sekunder) yang berkaitan 

dengan objek penelitian, seperti buku, majalah dan lain-lain. 

                                                             
18 Pahruroji, Suku Quraisy Sebagai Salah Satu Syarat Calon Kahlifah (Kajian Komparasi 

Antara Pendapat Al-Mawardi dan Taqiyy Ad-Din An-Nabhani), (Yogyakarta: Fakultas Syariah 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2004) 
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3. Teknik Pengolahan Data 

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, maka penelitian 

ini menggunakan metode berikut : 

Pertama deskriptif, yang dimaksud dengan deskriptif adalah penulis 

menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh.
19

 Dalam hal ini 

adalah Abdurrahman Wahid dan Taqi > al-Di>n al-Nabha>ni>. Kemudian 

memaparkan lebih mendalam historisitas tokoh yang mempengaruhi 

pemikirannya. Dalam hal ini penafsiran kedua tokoh tentang asas 

negara sehingga dapat diketahui konstruksi pemikirannya.  

Selanjutnya menggunakan metode komparatif, yaitu usaha 

memperbandingkan sifat hakiki dari dua obyek penelitian yang 

berbeda, sehingga secara lebih jelas dan tajam dapat diketahui 

perbedaan dan persamaan sesuatu sehingga hakikat obyek dapat 

dipahami secara lebih murni.
20

 Disini penulis akan 

memperbandingkan penafsiran asas negara dalam al-Qur’an menurut 

Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>. Kemudian mencari 

sisi persamaan dan perbedaannya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini pembahasan disajikan bab per bab, dimulai dari bab I 

sampai bab V. 

                                                             
19 Anton Baker dan Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1990), hlm. 65. 
20 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 

hlm. 47. 
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Bab I menjelaskan latar belakang penelitian judul skripsi, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan metode 

penelitian. 

Bab II memaparkan konsepsi negara Islam dari abad klasik, pertengahan 

dan kontemporer. 

Bab III  berisi biografi singkat Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-

Nabha>ni>, yang meliputi latar belakang pendidikan, sosial, politik dan 

karya-karya keduanya. 

Bab IV mengupas pemikiran dan penafsiran asas negara perspektif 

Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> dengan menelusuri  

ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan pijakan dan metodologi penafsiran 

kedua tokoh. Kemudian dilakukan analisis perbandingan dari segi 

metodologi dengan menelusuri sisi persamaan dan perbedaan keduanya 

serta kelemahan dan kelebihan masing-masing tokoh dalam menafsirkan 

ayat-ayat tentang asas negara. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu 

Pergulatan Pemikiran Tentang Asas Negara; Studi Tentang Penafsiran 

Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penafsiran Asas Negara Abdurrahman Wahid dan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> 

a. Ideologi Negara 

Abdurrahman Wahid menolak pandangan Islam sebagai ideologi 

dan sebagai sistem yang sempurna. Ia menafsirkan lafadz al-silmi 

dalam (QS. Al-Baqarah[2]: 208)  dengan „kedamaian‟ kedamaian 

menurutnya adalah kata sifat yang menunjuk pada entitas yang 

universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sistem tertentu, termasuk 

sistem Islami. Kemudian ia menafsirkan (QS.Al-Maidah: 3) bahwa 

Islam tidak harus mendirikan negara agama, melainkan berbicara 

tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak memiliki 

sifat memaksa. Pemaksaan penafsiran untuk menjadikan Islam sebagai 

ideologi negara menurut Abdurrahman Wahid sangat tidak demokratis 

dan harus ditolak. 
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Bagi  Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> mendirikan Daulah Islamiyah atau 

khilafah merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Tujuan dari 

Daulah Islamiyah tidak lain untuk menegakkan sistem kehidupan yang 

Islami. Pernyataan ini berdasarkan pemahamannya terhadap ayat yang 

berbicara tentang „memutuskan suatu perkara atas dasar apa yang 

Allah turunkan‟ (QS.Al-Maidah[5]:48-49). Al- Nabha>ni>  

mengeneralisir kedua ayat ini sebagai seruan yang bersifat umum akan 

wajibnya mengangkat seorang khilafah dan mendirikan negara Islam. 

b. Demokrasi Pancasila dan Negara Kesatuan 

Abdurrahman Wahid menolak negara Islam di Indonesia, karena 

bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang homogen, pada dasarnya Islam 

dan nasionalisme mempunyai fungsi yang sama. Oleh sebab itu negara 

tidak hanya melayani mereka yang berpandangan negara Islam saja, tetapi 

seluruhnya. Namun ia menghargai pendapat yang mau mengubah asas 

Pancasila dengan asas Islam. Karena perbedaan pendapat merupakan 

konsekuensi dari demokrasi.Walaupun demikian Abdurrahman Wahid 

tetap menolak pemaksaan penafsiran yang mau menjadikan Islam sebagai 

ideologi negara. Karena Islam sendiri telah memerintahkan untuk 

menghargai agama lain dan supaya umat Islam menggunakan akalnya  

untuk mencapai kebenaran (QS. al-Baqarah [2]: 256); (QS. al-

Kafirun[109]: 6). 
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Al- Nabha>ni>  menolak segala bentuk sistem negara seperti 

demokrasi, monarki, federasi dan yang lainnya. Sistem negara khilafah 

adalah kesatuan. Alasan al- Nabha>ni>  memilih negara kesatuan adalah 

untuk menghormati semua warga negara, karena Islam sendiri 

menganggap semua warga negara adalah sama. Dalam pandangannya ini, 

ia menafsirkan al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 8. Ayat ini melarang umat 

Islam membenci kelompok-kelompok yang lain sehingga mereka tidak 

berlaku adil.  

c. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan 

Kedaulatan negara menurut al- Nabha>ni> ada di tangan Allah bukan 

ada ditangan rakyat seperti dalam negara demokrasi. Kedaulatan tidak 

lain adalah ideologi (mabda’) itu sendiri, oleh karenanya kedaulatan 

selain Islam adalah kufur. Dalam konteks ini al- Nabha>ni>  mengutip al-

Qur‟an surat Ali Imron ayat 19 “Sesungguhnya agama (yang sah) 

disisi Allah hanyalah Islam.” Berdasarkan ayat ini ia menafsirkan 

bahwa segala bentuk kedaulatn negara selain kedaulatan itu Ada di 

tangan Allah, maka sistem negara tersebut adalah kufur. 

2. Latar Belakang Perbedaan Penafsiran 

Dalam penafsiran tentang asas negara Abdurrahman Wahid 

cenderung lebih humanis, kritis dan berwasasan kebangsaan. Berbeda 

dengan Taqi> al-Di>n al- Nabha>ni>  yang utopis,  ideologis-fundamentalis. 

Abdurrahman Wahid dibesarkan dalam keluarga pesantren telah 

menjadikannya sebagai seorang intelektual tradisionalis dengan kajian 
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Islam klasik yang sangat kaya. Pertualangan intelektualnya di Kairo turut 

memberikan wawasan tentang sosialisme yang ia peroleh dari bacaan 

literatur maupun dari kenyataan politik di Mesir saat itu. Kemudian di 

Baghdad Abdurrahman Wahid lebih banyak belajar tentang sufisme, 

sejarah,  kebudayaan serta pergaulannya dengan tokoh liberal seperti 

Ramin, seorang komunitas kecil Yahudi di Irak, membuat seorang 

Abdurrahman Wahid memiliki tipikal pemikir yang liberal, kritis dan 

inklusif Dalam pergaulannya dengan NU membuat Abdurrahman Wahid 

lebih menghargai tradisi dan bersikap moderat, NU sendiri menjadikan 

Pancasila sebagai dasar negara yang sudah final. Dengan modal itulah 

Abdurrahman Wahid oleh Greg Barton dikelompokkan sebagai tokoh neo-

modernis. Semua pengalaman Abdurrahman Wahid tersebut 

mempengaruhi cara berpikirnya (weltanschauung) khususunya ketika 

berbicara tentang relasi Islam dan negara serta penafsirannya terhadap ayat 

al-Qur‟an. 

Berbeda dengan Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> yang lahir di Palestina, 

dimana kondisi politik Palestina pada saat itu terjajah oleh Prancis 

kemudian Israel dapat menguasi sebagian wilayah Palestina. Situasi politik 

inilah membuat al- Nabha>ni>  anti terhadap Barat. Sehingga ritme 

akademisnya terfokus pada satu kajian Islam klasik saja. Ideologi khilafah 

terinspirasi oleh Hasan Al-Banna pimpinan Ikhwanul Muslimin, sehingga 

al- Nabha>ni>  terobsesi untuk menegakkan khilafah Islamiyah dengan 

diawali mendirikan partai pembebasan atau Hizbut Tahrir. Latar belakang 
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tersebut mengindikasikan penafsirannya cenderung ideologis-dogmatis, 

baginya mendirikan khilafah adalah kewajiban seluruh umat Islam. 

Al- Nabha>ni>  menolak kontekstualisasi penafsiran, ia pun menolak 

tafsir kontemporer  seperti Tafsir al-Maraghi karya Muhammad Abduh 

dan Rasyid Rida, Tafsir al-Jawahir karya Tanthawi Jauhari serta karya 

tafsir kontemporer lainnya. 

B. Saran-saran 

Sebagai upaya pengembangan kajian Tafsir selanjutnya, sebagaimana 

topik pembahasan pada karya ini, perlu kiranya diajukan beberapa saran 

seperti berikut: 

1. Banyaknya Islam transnasional yang masuk ke Indonesia dengan upaya 

melakukan ideologisasi Islam untuk merubah konstitusi Negara Kesatuan 

Rebuplik Indonesia menjadi negara Islam. Maka penting untuk melakukan 

kajian mendalam terhadap legitimasi ayat al-Qur‟an yang dijadikan 

landasan normatif  wajibnya mendirikan negara Islam. Hal ini perlu 

dilakukan reinterpretasi atas doktrin yang mereka pahami dengan 

pendekatan-pendakatan yang relevan. 

2. Perlu untuk melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh sentral di dunia 

Islam yang belum diangkat kedalam kajian studi Tafsir. Khususnya dalam 

ranah politik dan negara Islam yang sampai saat ini masih debateble. 

Dengan harapan penelitian study Qur’an tidak hanya terfokus pada 

penelitian mufassir dan karyanya-karyanya saja.  
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